BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian,implementasi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan di Desa Simpang
sudah berjalan dengan baik dari segi prosedur, seperti
perencanaan melalui RPJMDes, RKPDes, dan Musrenbang.
Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif kebijakan
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari
kondisi di lapangan, pelaksanaannya belum maksimal karena
masih terdapat jalan yang rusak dan belum adanya jembatan,
sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini
menunjukkan bahwa asas kemanfaatan, keselamatan, dan
efisiensi belum sepenuhnya terwujud.

Dampak dari kondisi tersebut sangat dirasakan
masyarakat, antara lain terhambatnya distribusi hasil
perkebunan, meningkatnya biaya transportasi, kesulitan akses
pendidikan dan kesehatan, serta adanya risiko kecelakaan

yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.
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Selanjutnya,jika ditinjau dari perspektif siyasah
tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah
sebagai pelaksana kebijakan (ulil amri) belum sepenuhnya
menjalankan amanah secara optimal dalam mewujudkan
kemaslahatan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya
kemudaratan yang terjadi, padahal dalam prinsip siyasah
tanfidziyah, setiap kebijakan harus berorientasi pada
kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratan
(mafsadah). Selain itu, belum meratanya pembangunan juga
menunjukkan bahwa prinsip keadilan (al-‘adl) belum
sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, implementasi
kebijakan ini tidak hanya memerlukan perbaikan secara
teknis, tetapi juga penguatan tanggung jawab pemerintah agar
lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat..

B. Saran
a. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
Diharapkan bagi pemerintah untuk memprioritaskan
pembangunan pada titik yang mendesak, terutama terkait

keselamatan seperti pembangunan jembatan, serta
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mengoptimalkan ~ pendanaan  dan = meminimalisir
kepentingan  politik agar kebijakan  benar-benar
berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Selain itu,
pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah
(Perda) khusus tentang pembangunan infrastruktur jalan
agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, transparan,
dan sesuai kebutuhan masyarakat
Bagi Masyarakat

Masyarakat  diharapkan tetap aktif dalam
menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah desa
serta berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara
infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan.
Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji
lebih  mendalam mengenai implementasi kebijakan
pembangunan infrastruktur dengan pendekatan yang
berbeda, serta memperluas lokasi penelitian agar

diperoleh hasil yang lebih komprehensif.
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